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DENGAIT RAIIMAT TUHAN YANG MATIA ESA

WAI,IKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang a. bahwa mengingat adanya perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembagunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah, maka dipandang

perlu melakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunal

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencala Keq'a Pemerintah Daerah, Perubahan

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai

landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018; .<
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Menglngat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan

Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran

Negara Reputrlik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 6, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 ?ahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 83, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20089 tentangK



Pedoman Evaluasi Fenyelenggaraal Pembangunan Daerah;

1O, Peraruran Feimeriatah Nomor 8 Tahua 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian, dan Evaluai

Pelaksanaan Rencana Pembangrrnan Jangka Menengah

Daerab;

11. Peraturan Femerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah;

13. Feraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O1S-

2019;

14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2Ol7 tentang Rencana

Kerja Femerintah Tahun 2O18;

15. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Feratuzn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangaa Daerah;

16. Feraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan

St6ndar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Fembenfukan Produk Hukum Daerah;

18. Peratural Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Feraturan Daenah tentang Rencana Fembangunan Jaagka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Renca-na

Pembangunan Jan$a Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O17 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

2OLl tentang Rencarra Fembangunan Jangka Panjangr



Menetapkan

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2OO5-2O25;

2O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor I Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2014-2O34;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 Provinsi

Sulawesi Utara;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentarg Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 20l3-20la sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O14 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 20 I 3 -2O I a ;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu;

24. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2018;

IEIIIIUSKAIT:

PERATT'RIT SALII(0rTA TETTAITG PERI'BAIIAIT RETCAI{A

I(TR.'A PEUERIISTAH DAERAII K( TA K(yTAUOBAGU TAITUI|

2018

Paral I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor 16 Tahun 2Ol7 tentarrg Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun

2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal I diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pa.el 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya



disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Kotamobagu.

4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

5. Kepa.la Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota

Kotamobagu.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Kotamobagu.

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kota Kotamobagu.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walkota dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Kotamobagu, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode

5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2O13 sampai

dengan Tahun 2018.

10. Rencana Keq'a Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

Pemerintah Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu)

tahun.

11. Rencana Ke4'a Pembangunan, yang selanjutnya disingkat

RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode I (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

13. Rencana Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang



3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pa.el 6

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dalam Lampiran

yang merupaksl lagran tidak terpisahkan dari peraturan

Walikota, terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Kotamobagu

Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Kine{a

Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan 3

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan

Keda Perangkat Daerah.

16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan.

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang brsangkutan
maupun pada tahun €rnggaran berikutnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut :

Pslel 4
Dalam hal Perubahan Rencana Ke4'a Pembangunan Daerah

(P-RKPD) berbeda dengan Perubahan KUA tahun 2018 dan

Perubahan PPAS tahun 2Ol8 hasil pembahasan dengan

DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

men5rusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran

20t8.



a,

Kebljakan Keuangan Daerah

BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V Penutup

Paral tr
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya

dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA

Kotamobagu
6 kSusl{r 2018

tanggal Idi Kotamobagu
M,ltu 2018

.Kpi. u

DI{AI{

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 20

I{o Peqgelola

I q. Sekretaris Daerah a
2 Asisrcn Bidang Pemqintahan V
3 PlL Kabag Hukum ,<

v4. Kepala Bappelitbangda


